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PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sibuhuan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Isbat  Nikah  kumulasi  Cerai  Gugat

antara:

Elfi  Rahmi Hasibuan binti  Mhd.  Tagor Hasibuan,  lahir  di  Batang Baruhar

Julu,  tanggal  05  April  1999  (umur  24  tahun),  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal  di  Desa  Pasar  Latong, Kecamatan  Lubuk  Barumun

Kabupaten  Padang  Lawas,  Sumatera  Utara,  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Mardan  Siregar,  S.H.,  Advokat/

Pengacara/  Kuasa  hukum  pada  Kantor  Advokat  Mardan

Siregar,  SH  &  Rekan  berkantor  di  Lingkungan  IV  Pasar

Sibuhuan  Kecamatan  Barumun  Kabupaten  Padang  Lawas,

Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail:

mardansiregar20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 18 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat

Kuasa  Khusus  Nomor  374/SK/2023/PA.Sbh,  tanggal  19

Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Miftah Alfarohi Harahap bin Ansor Harahap, lahir di  Majalengka, tanggal 02

Desember  2000 (umur  22  tahun),  agama  Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di  Lingkungan VII

Batang Taris Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun

Kabupaten  Padang  Lawas,  Sumatera  Utara, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tanggal  18

Oktober  2023 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sibuhuan

pada  tanggal  19  Oktober  2023  dengan  register  perkara  Nomor

248/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan  secara  syari'at  Islam di  Banten  Pada  Tanggal,  15-12-2018,

namun  sampai  saat  ini  Pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama. 

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang kandung

Penggugat yang bernama SUNAN YASSER HASIBUAN dikarenakan Ayah

kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan yang menjadi mahar (Mas

kawin) dalam akat nikah tersebut adalah Seperangkat Alat Shalat tunai;  

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan antara Penggugat

dengan Tergugat ialah H. LENGGAM HASIBUAN dan AIDIL;  

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus lajang

dan Tergugat berstatus Lajang;  

5. Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat tidak ada hubungan

darah  dan  sesusuan  serta  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

6. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  Banten  selama  kurang  lebih  5  (Lima)  bulan  ,  setelah  itu

Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibuhuan dan telah dikaruniai 1 (Satu)

orang anak yang bernama: 

6.1. HUMAIROH  IZZATUNNISA  HARAHAP,  Perempuan,  Lahir  di

Sibuhuan, 03-12-2019;  

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah

mendapat  gugatan  dari  pihak  manapun  atau  masyarakat  tentang

keabsahan pernikahan tersebut;  
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8. Bahwa Penyebab  ketidak rukunan Penggugat  dengan  Tergugat

adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Tergugat sering marah-marah kepada penggugat 

 Tergugat  meninggalkan  Penggugat  dan  anaknya  tanpa  alasan,

tanpa kabar serta Nafkah 

 Tidak bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga 

9. Pada tahun 2019 ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di

Banten bahwa tergugat sudah sering marah-marah kepada Penggugat;  

10. Pertengahan tahun  2019 Penggugat  dan tergugat sudah

tinggal di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas 

11. Pada  awal  tahun  2020  sampai  sekarang  Tergugat  pergi

meninggalkan keluarga yakni Penggugat dan Anaknya tanpa alasan, tidak

ada kabar serta tidak ada nafkah sedikitpun. 

12. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah sulit  untuk  dipertahankan,  Penggugat  berpendapat  lebih

baik bercerai dengan harapan masa depan yang lebih baik;  

13. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat

dengan  Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  Mohon  kepada  Bapak

Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugatan ini, agar berkenan

menyatakan  Sah Perkawinan  Penggugat  (ELFI  RAHMI  HASIBUAN Binti

MHD.  TAGOR  HASIBUAN)  dengan  Tergugat  (MIFTAH  ALFAROHI

HARAHAP  Bin  ANSOR  HARAHAP)  yang  dilaksana  di  Banten  Pada

Tanggal, 15-12-2018;  

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di  atas, maka

Penggugat  merasa  rumah  tangga  Penggugat  dan  tergugat  tidak  bisa

dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan

Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam antara suami  dan isteri  terus menerus

terjadi perselisihan, salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian

di Pengadilan Agama. 

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di

atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
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Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan  Sah  Perkawinan  antara  Penggugat  (ELFI  RAHMI

HASIBUAN  Binti  MHD.  TAGOR  HASIBUAN)  dengan  Tergugat  (MIFTAH

ALFAROHI HARAHAP Bin ANSOR HARAHAP) yang dilaksana di Banten

Pada Tanggal, 15-12-2018;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughraa  (MIFTAH  ALFAROHI

HARAHAP Bin  ANSOR  HARAHAP)  Terhadap  Penggugat  (ELFI  RAHMI

HASIBUAN Binti MHD. TAGOR HASIBUAN);  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sesuai  hukum

yang berlaku;  

SUBSIDER:                                      

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq atau Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili  perkara ini  berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  ketidakhadirannya  tersebut  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa

hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda

Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua

Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa

kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka

sidang;

Bahwa karena  Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis

Hakim di  depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada
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Penggugat supaya  bersabar  untuk  tetap  mempertahankan  kelangsungan

pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

ternyata ada perubahan yaitu:

1. Penambahan pada posita nomor 1 dan petitum nomor 2 yang semula

tempat menikah di Banten ditambah menjadi tempat menikah di RT 05, RW

04, Desa Kramat Mushola, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang,

Provinsi Banten;

2. Pada posita nomor 3 yang semula saksi nikah H. Lenggam Hasibuan

dan Aidil diubah menjadi Lenggam Masturah dan Aidil;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

1203274504990004  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Maret 2018 yang telah

diberi  meterai  cukup  dan  dinazegelen kantor  pos.  Bukti  tersebut  telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi

tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Hj.  Risna Khairani  binti  Tongku Efendi,  umur 52 tahun,  agama Islam,

pendidikan S1,  pekerjaan mengurus rumah tangga,  bertempat tinggal  di

Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

hubungan saksi  dengan  Penggugat  sebagai  ibu kandung Penggugat,  di

bawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
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 Bahwa  benar  Penggugat dan  Tergugat telah  menikah  sesuai

dengan  tata  cara  agama  Islam  pada  tanggal  15  Desember  2018  di

Banten tepatnya di RT 05, RW 04, Desa Keramat Musholah, Kecamatan

Cada Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

 Bahwa  penyebab  Penggugat dan  Tergugat  menikah  di  Banten

karena Penggugat dan Tergugat lari dari rumah;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  yang  menjadi  wali  nikah  adalah

abang  kandung  Penggugat  yang  bernama  Sunan  Yasser  Hasibuan

karena  ayah  kandung  Penggugat  telah  meninggal  dunia  dan  saksi

nikahnya adalah Lenggam Masturah dan Aidil;

 Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat

dengan Tergugat adalah berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  Penggugat berstatus  perawan

sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

 Bahwa  tidak  ada  larangan  syara’  ketika  Penggugat dengan

Tergugat menikah;

 Bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  keberatan  atas  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi setelah  menikah  Penggugat dan

Tergugat tinggal di Banten selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian

Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibuhuan;

 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan

Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

 Bahwa setahu saksi  penyebab  pertengkaran antara  Penggugat

dengan  Tergugat adalah Tergugat  kurang bertanggung jawab sebagai

kepala rumah tangga;
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 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak serumah lagi  sejak tahun 2020 yang lalu hingga saat ini,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

 Bahwa  saksi  sudah  3  kali  menanyakan  keberadaan  Tergugat

kepada orang tuanya,  akan tetapi  mereka mengaku tidak mengetahui

keberadaan Tergugat;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat.

1. Lenggam  Masturah  bin  H.  Sutan,  umur  65  tahun,  agama  Islam,

pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa

Pasar  Latong,  Kecamatan  Lubuk  Barumun  Kabupaten  Padang  Lawas

hubungan saksi dengan  Penggugat sebagai paman Penggugat,  di bawah

sumpah  telah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat

 Bahwa  benar  Penggugat dan  Tergugat telah  menikah  sesuai

dengan  tata  cara  agama  Islam  pada  tanggal  15  Desember  2018  di

Banten;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  yang  menjadi  wali  nikah  adalah

abang  kandung  Penggugat  yang  bernama  Sunan  Yasser  Hasibuan

karena  ayah  kandung  Penggugat  telah  meninggal  dunia  dan  saksi

nikahnya adalah Lenggam Masturah dan Aidil;

 Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat

dengan Tergugat adalah berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  Penggugat berstatus  perawan

sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

 Bahwa  tidak  ada  larangan  syara’  ketika  Penggugat dengan

Tergugat menikah;
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 Bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  keberatan  atas  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi setelah  menikah  Penggugat dan

Tergugat tinggal di Banten selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian

Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibuhuan;

 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan

Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

 Bahwa setahu saksi  penyebab  pertengkaran antara  Penggugat

dengan  Tergugat adalah Tergugat  kurang bertanggung jawab sebagai

kepala rumah tangga;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Penggugat dan  Tergugat

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  serumah lagi  sejak  tahun 2020

yang lalu hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat.

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun  lagi  dan  menyampaikan  kesimpulannya,  dimana  Penggugat

menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  perkara  perkawinan,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  agama yang  dianut  oleh  Penggugat

dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai

dengan  ketentuan  pada  Pasal  2  dan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  juncto Pasal  7  ayat  (4)  Instruksi  Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta

memerhatikan  asas  personalitas  keislaman,  Hakim  berpendapat  Penggugat

memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa pada hari  yang telah ditentukan,  Penggugat  telah

hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh

karenanya  terlebih  dahulu  Majelis  memberi  pertimbangan  terhadap  kuasa

hukum Penggugat berikut:

Menimbang,  bahwa kuasa  hukum Penggugat  telah  menyerahkan  Asli

Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  19  Oktober  2023  sebagaimana  telah  terdaftar

dalam  register  kepaniteraan  pada  tanggal  19  Oktober  2023  dan  telah

menunjukkan Berita  Acara  Sumpah, Kartu  Tanda Advokat,  dengan demikian

Kuasa  Hukum  Penggugat  telah  resmi  dan  sah  untuk  mewakili  dan  atau

mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk  hadir  di  persidangan  sebagaimana  ketentuan  pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan

tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang

lain  sebagai  kuasanya untuk hadir  di  persidangan,  oleh karena itu  Tergugat
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harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  diperiksa  dan  diputus  secara

verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena  Tergugat  tidak pernah hadir dipersidangan,

maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena

berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01

Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak

hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung  Majelis

Hakim telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat dengan  cara  menasehati

Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana

layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat

tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud

dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun

1974 jo.  Pasal  65 dan Pasal  82 ayat  (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  mengenai

perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa  perubahan  dan  penambahan  tuntutan  dibolehkan

asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal

127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering)  Penggugat berhak mengubah atau

mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah

atau menambah pokok gugatannya ; 

Menimbang,  bahwa meskipun  Rv  (Reglement  of  de  Rechtsvordering)

tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip process

doelmatigheid  (kepentingan  beracara)  atau  prinsip  process  orde  (ketertiban

beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of

de Rechtsvordering) tersebut; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II  Pedoman Pelaksanaan
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Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan,  Edisi  Revisi  2013,  disebutkan  pula  di

dalamnya   Perubahan  gugatan  diperkenankan,  apabila  diajukan  sebelum

Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka

perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perubahan  gugatan  yang  diajukan

Penggugat  tidak  merubah  dan  menambah  pokok  perkara  dan  tidak  pula

diajukan  setelah  jawaban  Tergugat,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat

perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak

pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk

menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka

Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat  tidak ingin mempertahankan haknya di

depan sidang pengadilan; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat dianggap  tidak  ingin

mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya

alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283

RBg.  Majelis  Hakim tetap  membebankan  pembuktian  kepada  Tergugat dan

sesuai  dengan ketentuan Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  saksi-saksi  yang

berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  adapun  pokok  perkara  dan  alasan  Penggugat

adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon

diceraikan  perkawinan  Penggugat dengan  Tergugat  sebagaimana  yang

didalilkan  dalam  surat  gugatannya,  pada  pokoknya  adalah  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara  Penggugat dengan

Tergugat dan  akibat  pertengkaran  tersebut  Penggugat,  alasan  mana  telah

sesuai  dengan  alasan  perceraian  yang  terdapat  dalam  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI

tahun 1991;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana

Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat bahwa alat bukti  tersebut merupakan fotokopi dari  suatu

akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-

nazzegelen  hal  mana  sesuai  dengan  maksud  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (b)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a

dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta

sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi syarat

formil  alat  bukti  dan  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna,  mengikat  dan

menentukan,  sesuai  Pasal  285 R.Bg  juncto Pasal  1870 KUH Perdata,  oleh

karenanya alat bukti P. harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  tersebut,  terbukti  bahwa

Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum

merupakan  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sibuhuan,  oleh  karenanya

Penggugat  telah  tepat  mengajukan  perkara  a  quo  di  Pengadilan  Agama

Sibuhuan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dua  kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Penggugat di persidangan,  Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama

dan  saksi  kedua  Penggugat keduanya  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan

sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,  oleh

karenanya  kedua  saksi  tersebut  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan

oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

2. Bahwa  Penggugat dan  Tergugat telah  menikah  sesuai  dengan

tata cara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2018 di Banten;

1. Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  abang  kandung

Penggugat yang bernama Sunan Yasser Hasibuan karena ayah kandung
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Penggugat  telah  meninggal  dunia  dan  saksi  nikahnya  adalah  Lenggam

Masturah dan Aidil;

1. Bahwa  mahar  pada  pernikahan  Penggugat dengan  Tergugat

adalah berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa  tidak  ada  halangan  syara’  ketika  Penggugat dengan

Tergugat menikah;

3. Bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  keberatan  atas  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat dan  Tergugat  tinggal  di

Banten  selama  kurang  lebih  5  (lima)  bulan,  kemudian  Penggugat  dan

Tergugat pindah ke Sibuhuan;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan ;

7. Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat dengan

Tergugat adalah  karena  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  sebagai

kepala rumah tangga;

8. Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Penggugat dan  Tergugat

Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang

lalu hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang,  bahwa  Penggugat dalam  petitum  gugatannya  menuntut

untuk  mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan

dengan  tuntutan  gugatan  cerai,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim memberi

pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan

Tergugat diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim

terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;
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Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi

Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal  berkenaan dengan: a. Adanya

perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian,  maka  permohonan

Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Buku  II,  Pedoman  Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6)

huruf  (d),  menyatakan  bahwa  itsbat  nikah  dalam  rangka  penyelesaian

perceraian  tidak  dibuat  secara  tersendiri,  melainkan  menjadi  satu  kesatuan

dalam  putusan  perceraian,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan

gugatan perceraian  telah  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  oleh  karenanya

Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan

di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara isbat nikah sebagai

berikut:

1. Bahwa pernikahan  Penggugat dan  Tergugat dilaksanakan pada

tanggal  15 Desember 2018 di Banten dengan wali nikah abang kandung

Penggugat  yang  bernama  Sunan  Yasser  Hasibuan,  sedangkan  saksi

nikahnya  adalah  Lenggam  Masturah  dan  Aidil,  dan  mahar  berupa

Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

1. Bahwa  saat  pernikahan  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus jejaka;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syara’

untuk   menikah,  serta  tidak  ada  masyarakat  yang  keberatan  atas

pernikahannya:

2. Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat  berjalan harmonis,  akan tetapi  antara Penggugat dan  Tergugat

telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena

Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
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3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan  Penggugat dan  Tergugat

terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun

telah dilakukan upaya damai;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum yang ditemukan di  persidangan dan

dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berkaitan  telah  menunjukkan

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat

perkawinan  secara  Hukum  Islam,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali

nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan

Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana

yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10  Undang-  undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,

Pasal  42,  Pasal  43,  dan  Pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga

perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata

terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat

dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974 jo  pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  Penggugat dengan  Tergugat

dilangsungkan  tidak  dihadapan  dan  dalam  pengawasan  Pegawai  Pencatat

Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai  ketentuan

pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam

kitab I’anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim dalam mengadili perkara a quo menyatakan:

وشاھدین            ولي نحو من وشروطھا صحتھا ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى
عدول

Artinya :  “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus  dapat

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang

saksi yang adil “;
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Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  pernikahan  Penggugat dengan

Tergugat telah  memenuhi  rukun dan syarat  pernikahan berdasarkan Hukum

Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, juncto Pasal  7 ayat  (3) huruf  (e) dan ayat  (4) Instruksi

Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  hukum

Islam,  gugatan Penggugat sebagaimana  petitum  angka  2  (dua)  dapat

dikabulkan  dengan  menetapkan  sahnya  perkawinan  Penggugat dengan

Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  memberi

pertimbangan  tentang  permohonan  menjatuhkan  talak  Tergugat  terhadap

Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan

di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara a quo sebagai

berikut:

1. Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat  berjalan harmonis,  akan tetapi  antara Penggugat dan  Tergugat

telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena

Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan  Penggugat dan  Tergugat

terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang

tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kurang

lebih  3  tahun, dan  selama  pisah,  Tergugat  tidak  pernah  menafkahi

Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun, dan tidak

ada  harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling
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mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti  itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi  Hukum

Islam;

  Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut:

الزوج اواعتـراف الزوجـة ببيــنة القـاضى لـدى دعـواهـا ثـبـتت واذا

امثـالهما بين العـشرة دوام معه يـطاق ممال اليــذاء وكان

 بــائنة طلـقة طلـقها بينهما الصلح عن ضى وعجـزالقا

Artinya  :  "  Jika  gugatan  Penggugat  didepan  Pengadilan  terbukti  dengan

keterangan  istri  atau  karena  pengakuan  suami,  sedangkan

hubungan suami istri  tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan

suami  yang  menyakitkan,  dan  Pengadilan  tidak  berhasil

mendamaikan  mereka,  maka  boleh  dijatuhkan  talak  ba’in  kepada

istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak mungkin  untuk  dapat  dirukunkan  kembali,  dipandang  telah

memenuhi  unsur–unsur  terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh

peraturan perundang-undangan tersebut diatas;
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Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan

rumah  tangga  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana  dikehendaki

dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang

tidak tentram,  tidak  terbina  dengan baik,  oleh  karena itu  untuk  menghindari

madharat  yang  lebih  besar  dalam  hubungan  keluarga,  maka  perceraian

merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil

gugatannya sebagaimana dimaksud  ketentuan Pasal 19 huruf  (b) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  penjelasan  atas  Undang-Undang

Nomor 1  Tahun 1974 tentang perkawinan  jo. Pasal 116 huruf  (b) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan  Penggugat telah terbukti dan

petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal  119 ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka  gugatan Penggugat sudah

sepatutnya  dikabulkan  dengan  verstek dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra Tergugat  terhadap Penggugat.

Menimbang,  bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka

tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  yang telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Penggugat  (Elfi  Rahmi  Hasibuan

binti Mhd. Tagor Hasibuan) dan Tergugat (Miftah Alfarohi Harahap bin Ansor

Harahap)  yang dilaksanakan  pada tanggal  15 Desember 2018 di RT 05,

RW  04,  Desa  Kramat  Mushola,  Kecamatan  Cadasari,  Kabupaten

Pandeglang, Provinsi Banten;  

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Miftah Alfarohi Harahap

bin Ansor Harahap) terhadap Penggugat (Elfi Rahmi Hasibuan binti Mhd.

Tagor Hasibuan);  

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sibuhuan  pada  hari  Senin,  tanggal  20  November  2023  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  7  Jumadil  Awwal  1445  Hijriah oleh  Taufiqur

Rakhman Alhaq,  S.H.I.  sebagai  Ketua Majelis,  Putra  Tondi  Martu  Hasibuan,

S.H.I.,  M.H. dan  Akhmad  Junaedi,  S.Sy.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum oleh Ketua Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan

dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota 

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.
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Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 40.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)
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